BUPATI PURWARKARTA
PROVINSTJAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWARARTA
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
TATA KELOLA PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PADA PERUMAIIAN
DAN PERMURKIMAN

DENGAN BAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
HUPAT] PLIEW AKARTA,

Menimbang i bahwan dalam rangka  memberikan  jaminan
ketersedipan prasarana, sarani dan” uililas pacla
kawasan  perumahan  dan permuokiman,  perlu
dilakukan  pengelolin  prasamana,  samns dan
urlitas pescla kawasan Perumahan  dan
Permukiiman,

b, bahwa dalam rangka menjamin keberlinjutin
pemelibarman dan pengelolaan prasacina, samna
don  urilitas perlu dilakukan penverihan
beberapa  prasarana, samns dan atlitas pada
kawasan  perumahan dan permukiman,  oleh
progembanyg  kepada  pemerimals daerah,  seris
pengawasan  aleh  pemerintab daerab terbadap
ketersediann prasarsna, sarana dan utilitas,

©.  babwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mentern
Dalam  Negeri Nomor 9 Tahun 2000 wntang
Pecddloman Penverahan Prasarann, Sarana,  dan
Utilites Perumahan dan Permukiman di Dacrah,
pemerintih daerah memitiki kewenangan untuk
mrngatir ientang Tatn keloln Proasacang, Sarini.
dan Utilitas Prrumahan dan Permukinian vang

iitctapke  dengan Peraturan Daerah;




Mengingal

bahwa berdasarkan pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam hurul a, hurul b dan huruf c,
perlu membentuk Peraturan Daerah temang Tata
Kelola  Prasarana, Sarana  dan Utilnas  pada

Kawasan Perumahan dan Permukimean.

Pasal 18 avat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah — dacrsh Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Djawa Harat (Berita Negarn
Republik Indonesin Tahun 19530}, sehagaimana
telah diubah dengan Undang Undang Nomor 4
Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten
Purwakarta dan  Kabupaten Subang Dengan
Mengubah Undang. Undang Nomor 14 Tahun
1950  tentang Pembentukan  Dacrah-daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa
Harat  [Lembaran  Negara  Republk  Indonesia
Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan
Lembaran  Nepara  Republik  Indonesia Nomor
020,

Unidang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
HBangunan Gedung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 134 Tambahan
Lembamn Negara Republik  Indonesia Nomaor
31247) srbagaimana telah dinbah dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
kerja  (Lembaran Negara  Republik  Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 657.3);

Undang Undang Nomor | Tahun 2004 1enlang
Perbendaharaan Negara  [Lembamn Negara
Republik  Indonesia  Tahun 2004 Nomor 5
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4355);



i
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Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 rentang
Pennlsan  Ruang  (Lembaran Negarn Hepublik
Indlonestn Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan
Lembwirnn Negarne Republik Indonesia Nomaor
4725) sebaghimona telah divbah dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
ketja (bembaran Negarm Hepublik  Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembamn
Negara Republik Indonesia Nomor G573}

Undang Undang Nomor 1 Tabun 2011 ientang
Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran
Negara Republik Indonesta Tahun 2001 Nomor 7,
Tambahan Lembsitan Negara 5188) sebagaimana
telah diubah dengan Undang Undang Romor 1)
Tahun 2020 (entang Cipta  Kerga  (Lembaran
Negarn Republik Indonesia Tahun 20200 Nomor
245, Tambaban Lembaran  Negame  Hepublik
Indonesin Nomor 6573

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20011 tentang
Pembentukan  Pernturan  Perundoang. Undangan
(lembaran Negam  Hepublik  Indonesia Tahun
2011 Nomor %2, Tambahano lembaran Republik
Indonesia Negara 52.34) sebagidmana telah dialuh
dengan Undang Undang Nomeor 13 Tahun 2042
teniang Perubahan keduis atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan |Lembxarin
Negara Repuldik Indonesia Tahun 2022 Nomor
143, Tambahian Lembaran  Kepublik  Indonesia
Nomor G301 ]

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang
Rumal  Susun (Lembaran Negam  Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan
fembamn  Negara  RHepublik  ndonesis Nomor
5252) sebagaimana telah diubah dengan Unilang:
Undang Nomor |1 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja  (Lembaran Negarn Hepublik  Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245 Tambuhan Lembatan

Negara Republik Indonesin Nomor G573),
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintaban Daerah (Lembaran Negar Republik
Indonesin Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negarn Hepublik  Indonesia Nomos
S587) sebagaimana telah diutah beberapa kall,
temkinr dengon Undang-Undang Nomor | Tahun
2022 tenlang Hubungan  Kedsngan  antara
Pemerintah  Pusat  dan  Pemenntaban Daerah
(Lembaran Neggrn Kepublik Indonessa Tahun
20122 Nomor 4. Tambahan Lembaran Negars

Republik Indonesia Nomor GT57);

. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014

tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Dacrnh
(Lembaran Negara Republik  Indonesin Tahun
2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara
Repuldik  Indonesin Nomor 5533)  sebagaimeni
telah dinbah dengan Pemturan Pemeriniah Nomor
24 Tahun 2020 tentang Perubichan Atas Perataran
Pemenntah Nomor 27 Tahun 20014 tentang
Penpgelolonn Barang  Milik Negara/Dacrah
flambaran  Negara  Republik  Indonesin Tahun
2020 Nomor 6523 Tambuhan Lembarman Negara
Repuhlik Indonesia Nomor 14.2);

Peraturan  Pemenntah Nomor 13 Tahun 202
fentang Penvelengegaraan Rumah Susun
|Lembaran Negarn Republik  Indonesta Tahun
20231 Nomor 23, Tambihan Lembaran Negari
Hepublik Indonesia Nomor bi25);

Permturan  Pemernintah Nomor 21 Tahun 2021
tentang  Penvelenggaman  Penatian Ruang
(Lembaran Neguran Republik  Indonesia - Tahun
208 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negar
Republik Indonesin Nomaor G633)

Pernturmn Menterd Negaoan Perumaban Rakval
Nomor 1L/ PERMEN/M/ 2008 twentang  Pedoman
T F R T RAwnsin Peerimi hian ifsm
Permukiman;

Peraturan Menterd Dalam Negeri Nomor 9 Tahun

2000 tentang Pedoman Penverahan Prssarim.
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Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman
di Dxacrah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
2016 tentang Pedoman Pengelolaan Harang Mihk
Daerah [Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomar 547);

Peraturan Dacrah Kabupaten Purwakarta Nomor
13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Penvehatan
Lingkungan Tempat Usaha, Industrl, Sarana
Keschatan dan Pemukiman  (Lembaran Dacrah
Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 1.3);
Peraturan Dacrah Knbupaten Purwakana Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat  Dacrah Kabupaten  Purwakarta
[Lembaran Dacrsh Kabupaten Purwakana Tahun
2010 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomaor |
Tahun 2021 wemang Perubahan atas Peraiuran
Daerah kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun
2006 1entang Pembentukan  dan Susunan
Perangkat Dacrah Kabupaten Purwakara
(Lembaran Dacrah Kabupaten Parwakarta Tahun
021 Nomor 1]

Pernturan Dacrah Kabupaten Purwakarta Nomaor |
Tahun 2022 wentang  Retribust  Persetujuan
Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten
Purwakarta Tahun 2022 Nomor 1),

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWARKARTA

Menelapkan

dan

HUPATI KABUPATEN PURWAKARTA

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG TATA KELOLA
PRASARANA, SARANA DAN  UTILITAS  PADA

PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN



EEVER
KETENTLIAN LIMLIM
Pasal 1

Dalam Peraturan Dacrah int vang dimaksud dengan:

l.

i1,

9.

1.

Daerah  Kabupaten adalah Daerah Kabupaten
Purwakarta.

Pemerintah Dacrah  Kabupaten adalah Bupati
sebagal  unsur  penvelenggara pemermtahan
dacrah  vang memimpin pelaksanaan  urusan
pemerintahan vang menjadi kewenangan dacrah
b

Bupati adalnh Bupat Purwakarta.

Pengelola Barang Milik Daerah adalah  pejabat
viang  berwenang  dan bertanggung  jawab
melakukan koordinasi pengelolann barang milik
daerah.

IMnas  Perumighan dan Kawasan  Pemukiman
Kabupaten Purwakaria adalah Linas
penvelenggaraan urusan  pemeriniah o bidang
perumahan  dan  permukiman  untuk  dacrah
kahupaten Purwakarta, Jawa Barat.

Dinas Pekerjaan  Umum  dan Tata  Ruang
kabupaten Purwakaria adalah Dinas
penyvelenggaraan  urusan  pemerintah bidang
pekerjaan umum, pembangunan infrastrukur dan
perumahan untuk daerah kabupaten Purwakarta,

Jawa Harml.

. Prasarana adalah  kelengkapan  dasar  fisik

lingkungan vang memungkinkan  lingkungan
perumahan  dan  pemukiman dapat  berfungsi

sehagaimana mestinya.

. Sarna adalah fasilitas penunjang vang berfungs

untuk  penvelenggaraan dan  pengembangan
kehidupan ekonomi, sosial dan budava,

Utilitas  adalah  sarana penungang  untuk
pelavanan lingkungan/ kawasan.

Tata kelola prasarana, sarana dan otilitas adalah
pengaturan kaidah-kaidah dan proses penyediaan

dan pengelolaan sarann, prasarana dan utilitas
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14.
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7,

kawasan  perumahan  dan pemukinen seria
hawnsan  perdagangan  dan  indostrd melipati
PUTEINCHTARTT, pieba ksatmnn, e AT
pemeliharann, dan pengawasan yvang melilint kan
Derbagal  pemangku  kepentimgan  (pemenntah,
sawisi, li.[-I.II RS YATH HII"

Penverahan prasarang, sarmmna dan utilites adalah
pemverban berups tanah dengan bangunan atau
tinal tanpn bangunan dalam bentuk aset dan
nggungiawab  pengelolaan dan pengembang
kepada Pemerintah Daerh,

. Perumahan adalah Relompok  romabh vang

berfungst selvgnl Uongkungan tempal Lnggal ntau
lingkungan hunian vang  dilengkap  dengan
prasarna, ssruna, dan utilitas.

Permukiman adalah bagian doan ingkungan hidup
di luar kawasan lindung, vang berupa kewasan
perkotann  vang berfungsi schagai  lingkungan
temapat  tinpeal  ateo lngkungan hunian dan
temipatl kegimtan vang mendukung  perike idupan
dan penghidupan.

Pengembang adalah badan usaba/badan hukam
penvelengear pembangnan perumahan,

pemukiman, perdagingan dan/atiu iduystnn

o Humah  Susun  adalah bangunan  gedung

bertingkat  vang  dhbangun dalim soatu
lingkungan vong terbag dalim  bagmn-  bagian
vang distrukturkan secarm fungsional dalam arah
borsontal  maupun vertikal  dan merupakan
saluan-saluan ving masing-masing dopat dimilik
dan digunakan secars terpisab, lerutama untuk
lempat hunian  yvang dilengkapt dengan bagian
bersama, benda bersama dan tamah bersama.
Kiwasan adalah wilnvah vang memilikn  [iogs
wiama  lndung atnu budidava.

Kawasan Perumahan  adalab kewasan vang
pemanfmnannva otk perumahan dan berfungs:
schagai tempal tingeal dtag lngkungan human

vang  dilengkam dengan  prasarand, s
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21.
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24,

lingkungan, dan utilitas.

Kawasan  Mix-Use  adalah  kawasan  vang
mengoptimalkan pemanfaatan  labhan melalod
pengembangan lebib dan satu fungsi bangunan
dalam  satu  Iahan/hamparan,  Sseperni fungsi
tempat tinggal, perkantoran, hotel, dan komersial,
Barang Milik Daernh adalah semua barmng vang
dibeli  atau diperoleh stas beban Anggaran
Pendapatan dan Helanja Daerah atau berasal deir
peralehan lam vang sah,

Tun Verifikasi adalabh vom vang dibentuk  oleh
Kepaln  Dacrah dalam  mngka  pelaksianann
penyverahan prasarana, sarana dan ufilitas.

Berita Acara Serah Terima Administras: adalinh
serall terima  kelengkapan administrasi  berupa
minan dan  kesanggupan  dan pengembang
untuk menvedinkan dan menverahkan prasarmn,
sarana dan utilitas kepada Pemerintah Dacrah
Herita Acara Serah Terima Fistk adalah serah
terima seluruh atian sebagian Prasarana, sarani
dan utilitas berupa tanah dan/mau bangunan
titlam  bentuk  asset dan/atau pengelolaan
dan/atau  tanggubgpwab  dan pengembang
kepada Pemenniah Daerish.

Tanah Bersama adalah  sebidang tanah  vang
digunakun atas dasar hak bersama secar tidak
terpisah vang di atasnva berdint rumah susun dan
ditctapkan batasannva dalam  persvamtan @2m
Banguniti.

Rekening Kas Umum Dacrah adalab rekening
tempat  peovimpanan uang  decrall vang
diteniukan  oleh ket la Daerah  untuk
menampung  seluruh pencrimaan daerab dan
digunakan untuk membavar selurub pengeluaran
daerah padi bank vang ditetapkan,

BAR 11
TLLIUAN DAN PRINSIH

Frasal 2



Tata  keloln  prasarang,  sarana,  dan utilitas

bertujuan menmmin pengaturan dan  pengelolaan

viing berkelanjutan pada kawasan perumahan dan

permukimarn.

Pasal 3

Penveranhan  prasamna,  samna dan utihtas
berdasarkon prinsip,

I,

¥

=

(n

12

1]

keterbukaun,
akuntabilitas;
kepastian hukum;
keberpihakan:

. keberknpatan;

keamanan/ keselamatan;
ketenangkauan,
AL 11

WEWEMNANC
Pasal 4

Pemerintah Dacrah ol e by Purwikarta
berwenang  mengatur - perencanaan,  penvediaan,
penvernhan dan pengelolaan samna dan utilias
perumalun,

Rewenangan Pemerintabh Doemb sebagnimana
dimaksud  pada avar (1) berdasarkan pada rencans
tapak vang telah disahkan oleh Pemerintah Dacrih,

Pasal 5

hewenangan  Pemerintah Dacrabh sebagalmana

dimaksud dalwm Pasal 4 avat (1) meliput

a. memeliham  dan mengembangkan  Prasarana,
Sarana dan Utlinas Perumahan;

b, menggunakan dhan fixtivu i s than
Prasgrang, Sarana dan Utilitas Peromabuog

i mencatat dan mrngulmh Prasarann, Sarana dan
Utilitas Perumahan menjadi barang milik daerih;
tlian

d. melikukan pengawasan terhadop  peliksanaan
Peraturan Daerah ini dan keberadaan Prasasin,
Sarmnn dan Utilitas Perumahan.

e, kewenangan pengelolaan Prasarana, Sarmna, dan



Utilitas Perumahan sehagaimana dimaksad pada
avat (1) dilaksanakan oleh Hupati

(2) Hupati dnlm melaksanakin kewenangnn

[

[4]

3

14

2]

sebagaimana  dimaksud  pada avar 2] dapad
melimpahkan  wewetangnvae  kepada  Perangka)

Dacraly sesual dengan tugas, pokak dan fungsinyva.

BAR TV
PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS
Hagin kesatu
Kawsisan Perumahan Dan Permukiman
Pasal b

Setiap Pengembang dalam melakukan pembanginan
perumahan wajib menyvediakan  prasacana,  Saraii
dan utilitas dengan proporst paling sedikin:

A P (rign pulul persen untuk  luas  lnhan
Kurang dari 1 ha (satu hektare) sampad dengan
25 ha (dua puluh bma hekiare);

b, 40% (empat pulub tga persen) untuk luas lahan
bk diari 25 ha (dhun puluh s bekiare] sonpal
dengan 100 ha [seratus beklare); dan

¢. 45% jempat puluh lma persen) untuk lahan lebib
dar 100 ha (seratus hektare).

Penvedinan Prasarana, Sarana, dan Utibitis sertid

lupsannyva  dinvatnkan  dalam  rencana tapuik  (sile

plan) vang disahkan  menjadi lampiran  zin
prmbangunan pengembangan prrumahin.

Rencana tapak disahkan oleh  Perangkat acmmh

vang membidang penatann nmng

Qulinan  tencana  tapak  vang  teluh disihkan

sebapaimann  dimaksud  pada avat (3) dibenkan

kepaiida Pemerintah KelurahanfDesa.

Rencana tapak schagaimani dimaksud pada avat [2)

adalal nformasi vang bersifat terbuka dan dapat

diakses  oleh  wargn  pemilik banguoan  pada
lingkungan peramahan,

Pengembang dilamng memp blikasikarn:

A rencana tapak vang belum disshkan. dan
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b, rencana tapak vang tidak sesunt dengan vang
telah disabkan.

Pasal 7

Perubahan rencana tapak vang berdampak terhadap
penvediaan prasarana dan utilitas harus mendapat
persetujuan dari selurah wargn pemilik bangunan
prala lingkungan perumahan,
Persetujunn  pemilik sebagaimana  dimaksud  pada
aval (1] menjadi svarat @n perubahan  rencana
tapak lingkungan perumaban,

Paragraf 1

Penvedian Prasarana, Sarang dan Urilitas Kawasan

1]

Perumuihan dan Pemukiman
HFasal 8

Setingp pengembnng  vang menyveletipgarakan
perumahan  dan  permukiman  wajib - menvediakan
prasarina, samna dan utilitas.
Prasarana, samnng  dan utilitas sebagaimana
dimaksud pada avin (1) meliputic
u, Prasarans, antarm lain .

1. jaringan jalan;

2, jaringan saluran pembuangan air hmbah;

3. ringan  saluran  pembuangan  air hujan

jcdfrainase); dan

4, tempat pembuangan sampah sementian
b, Sarana, antara lain

1. sarann permiagaan/ perbelanjaan;
sarana pelayanan umum dan pemerintaban,

siurpnn pendidikan:

oW N

snrana keschatan,

sarana peribadatan:

> w

suriang rekreasi dan olahraga;

surit pemakaman/ tempat pemiakaman;,

=]

B sprann pertamanan dan roang terbuka hijou:
dan
9. sarana parkir.
. Utlitas, antara bun :

. jaringan air bersih:



(3)

(]

193]

{1

I2]

(3

(4]

jaringan lisirik;
jaringan telepon;

o= A

Jaringan transportasi;

iy |

sarang pemadam Kebakaran; dan

6. sarana penermngan jalan umuam.
Prasarana, sarana dan ulilitas selubgaimena
dimaksud  pada avar (2] wajb diserahkan oleh
pengembang kepada pemerintah dacrah.
Penverahan Prasarana, sarana  dan utilitas
selugainang  dimaksud  pada avat (31 pada
prrumahan  tidak  bersusun berupa tanah dan
bangunan.
Penverahan  sarana  sebagamimana  dimaksud  pada
avat (1) pada perumghan tidak bersusun berupa
inah siap bangun atau tanah dan bangunan.
Ketentuan  lebin lanjut mengenai  Penvediaan
Prasarana, Samna, dan  Utilitas  diatur  dalam
Peratumn Bupstl.

*asal 9

Pengembangan kawasan Perumahan atau
Perumiahan pada Kawasan Miv-Use vang dilengkapi
Prasarana, Sarana dan Utilitas harus dilakukan oleh
pengembang berbadan hukum.
Pengembangan  Perumahan  pada  lahan  sampai
dengan 2,000 m2 [dua nbu meter persegi). dapat
dilakukan olch pengembang perseorangan dengan
ketentuan wajib menvediakan Prasarana, Sarana,
dan Unlitas sesusi dengan rencana tapak vang
disahkan,
Pengembangan Perumahan pada lahan 2000 md
{dua ribu meter persegl) sampai dengan 5,000 m2
lima  ribu  meter  persegll,  waph  menvediakan
Prasarana, Sarana dan Utlitas dengan  proporst
sesuai dengan Rencana Tapak  (site  plan] vang
thisahkan.
Pengembangan kawasan Perumshan aiau
Perumahan pada Kawasan MuocUse pada  lahan
dengan fuas di atas 5.000 m2 (lima rbu meter

persegd], wajib menyvediakan Prasarana, Samna, dan



1}

It3)

i

i2)

Utilitas  dengan  proporsi sesuad dengan Rencoana
Topnl {ste plan) yang disahkan,

Prasaruny, Samnn dan Uliltas vang  disediakan
pengembsing sebagaimana dimaksud pada avat [4),
wajibh diserahkan kepada Pemerintab Daermab,
Proporsi Prasarann, Samna dan Utilitas sebagaimani
dimaksud pada avar (2}, avar 3], dan oavat (4)
ditvitung  dari  hasil  pengukuran lahan,  vang
dilakukan oleh pengembang dengan disaksikan oleh
Perangkat Dacriph vang membidangl penataan ruang

sebwelum Rencana Tapak (site plan) disabkan,
Pasal 10

Jerus Prasarmna, Sarand, dan Utlitas vang wajils
disetinkan  oleh Peopembang  perscorangan  yaitu
jringan jalan, saliran air, dan penerngan jalan
Jenis Prasaranis, Sarans dan Utilitas Perumahan
padi Kawasan Perumahan atag Rawasan MicUse
pada lahan 2000 m2 jdua fdbu meter  perseg)
simpai dengan 5000 m2 (lHma ribu meter persegi),
ere Lt
n, Prasarania, sebagai berkut:

. jaringati fakan;

2 wepictank komunal;

3. jaringan  saluran  pembudngan air hugan

[ehrominsase],

4, juringan brandgang, dan

5. tempat sampah penamehan.
Iy, Sarana, berupn saramn aman  ruang terbuka

bijai
v Utilitas, sebagni berikut:

1. faringan air bersin;

2, janngan lisink: dao

3, sarani penerangan jlan umum
Jenis Prasamna, Sarana, dan Utilitas Peramahan
pada  Kawnsan Perumahan atau kawisan Muox-Lise
pada lahan & atas 5000 m2 (lima nbu meter
persegpt) meliputi:
i, Prassrana, seheagal berikut:

1. nngan jalan;




)

(5}

(o)

2. jaringan saluran pembuangan air limbah;

3. mringan  saluran  pembuangan air hujan
[dramase];

4. maringan brandgang; dan

5. tempat penampungan sampah sementara.

h. Sarana, sehagai benkut:
1. pertamanan dan ruang terbuka hijau;

e makanan;

b

perniagaan / perbelanjaan;

—

kesehatan,
peribadatan;
pendidikan;

. pelavanan umum dan pemerintalan,

o w

~f

B, rekreast dan olahraga:

9, parkir.
c. Utilitas, sebagai berkut;

l. jaringan air bersih;

2. jarmgan listrik;

3. sarana penerangan @alan umunm;

4, jaringan transportasi  (terminal, halte, dan

shuttle bus); dan
5. sarana pemadam kebakaran,
Pelanggaran  terhadap  ketentuan  sebagaumana
dimaksud pada avat (1], avat (2], dan avat (3] dapan
dikenakan sanksi administratil,
sanksi administratifl sebapaimana dimaksud  pada
aval (4] berapa:
A peringatan tertulis;
b, pencabutan izin usaha;
¢, pencabutan insentl
. denda administratif; dan
e, pengumuman di media massa,
Ketentuan  lebih lanjur mengenal  lata cara
pengenaan  sanksi  administatil  sebagaimana
dimaksud pada avat [5), diatur dalam Peraturan
Bupati
Pasal 11

Penvediaan sarana pemakaman uniuk perumahan

tidak bersusun pada Kawasan Perumahan atau



2

13)

14

[5)

(L

{71

(8

kawasan Mix  Use, dilakukan dengan  cara
menvediakan lihan sebesar o ([dua persen) dan
luas lahan Kawasan Perumahan keseluruhan pada
lokasi vang ditentukan oleh Pemermtah Dacrah.
Penvediaan sarana pemakaman untuk rumah susun
pada Kawasan Perumahan atau Kawasan Mix Use,
dilakukan dengan cara menvediakan lahan sebesar
2% (dua persen) dar luas bangunan rumah susuan
pada  lokasi  vang  ditentukan  oleh Pemerintah
Dacrah.

Lahan  pemakaman  sebesar M (dua  persen)
sebagnimana dimaksud pada avar (1] dan avat (2]
merupakan bagian dan proporsi luasan Prasarana,
Sarana  dan  Utilitas  vang harus  disediakan
Pengembang.

Ialam hal pengembang tidak dapat menvediakan
lahan pemakaman dengan luasan lahan perumahan
dibawah 5000 m2 (lima nbu meter persegi), dapat
diganti dengan menverashkan kompensasi  berupa
vang kKepada Pemerdntah Dacmmh senilai 2% (dua
persen) dari luas lahan dikalikan 5 (Hma) kali - Nilid
Jual  Objek  Pajak  (NJOP)  Tanah  di Lokasi
pengembangan perumahan, vang akan digunakan
untik  pengadaan  Jaban pemakaman  milik
Pemerintah Dacrah.

Kompensast berupa uang schagaimana  dimaksad
pada avat (4] merupakan penerimaan docrah dan
harus disetor kepada Rekening Kas Umum Dacrah.
hetentuan  lebih  lanjul - mengenai tata cara
pembavaran kompensasi berupa uang sebagaimana
dimaksud pada avat  (4) dan avat (5] diatur dalam
Peraturan Bupatl,

Pelanggaran  tlerhadap  ketentuan  sehagaimana
dimaksud  pada avat (1), avat (2], aval |3} atau avat
(4] dapat dikenakan sankst administratif,

Qinksi administratifl sebagaimana dimaksud  pada
aval (71 bempa;

i, peringatan teriulis;

L. pencabutan izin usaha;



. pencabutan insentif;
d. denda administratil; dan

. pengumuman di media massa.

[ Ketentwan  lebdh et mengenad tata car

peagenaan  sankst  administrat? scbagamana
dimaksud pada dvar (8), diatur dalon Pernturan

FBupaeL

Parmgml 2

Frosentase Penvediann Prasacina, Sarama dan Ukilitas

(1]

(2]

[ 3]

Rl

Kawisin Perumshan dan Permukinun
Pisal 12

Pengembang Rumah  Susun wagibh - menyveddakan
lahan untuk PSU paling sedikit 50% (lima puluh
persen) dar keselumihan laas L,

Luas  Ishan sebesar  pabing sedikin 50% (|lima

puluh persen) sebagatmana dimaksod pads avar (1),

berlaku ketentuan:

a. paling  sedikit  10% (sepulub  persen]  schagad
sarana  permagaan perbelanaan,  pelavanan
wmum dan pemerintahan, pendidikan, kesehatan,
penbadatn, rekreasi dan olahrmgs:,

b paling sedikit 20% (dua puluh persen) selagi
sarana pertamanian dan RTH, dan

¢ paling sedikit 20% (dua pulub persen)  sebsgal
saring parkic, prasarans dan utilitas,

Pengembang  Rumah  Susun wapb menyediakan

satani pemakaman sebesar 2% [dun persen) dan

keseluruhan luas bangunan o luar lokasi Rumiah

Susiin.

Sarann  pemakaman  sebagammana  dimaksud  padi

aval |31 berada dalom area pengembangan, sebelum

dirclokasi  pada  dacrah  tata ruang  lain yang
diprioritaskan  dibangun puda lahan vang
dikembangkan.

Paragral 3
Reteniuan Prasarnna Kawasan Perdoralan

Pasul 1.3




i)

(2]

|-3]

(4

(L)

[2]

(1]

Penvediaan Prasarana perumahan berupa jannmgan
jlan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 avat (4)
hurul 8 angka 1 diatur sesua ketentuan kilasifikasi
jalan perumahan.

Penvediaan Prasarana perumahan berupa jaringasan
saluran  pembuangan wir limbah sebagiimiana
dimaksud dalam Passl 8B avat (2) hurul a angka 2
diatur sesuai ketentuan perencanaan pluminng vang
berlaku,

Penvedinan Prasarana perumahan berupa janngan
saluran  pembuangan air hujan  |dramnase)
sehagaimana timaksud dalam Pasal 8 avat (2) hurul
a angka 1 diaur sesual ketenfuan  perencanaan
umum jaringan drainase di lingkungan perumahan
vang dibuat secam terpisah dengan pembuangan air
limbah.

Fenvediaan Prasarana  perumahan berupa tempet
pembuangan sampah sebagaimana dimaksud dalam
sal B oavat [2) hurul a angka 4 distur sesuai
dengan ketentuan sistem persampahan il
lingkungan perumahan,

Ketentuan lebih lanjur mengenal prasarana Knwasdan

peramahan diatur dalam Peratuman Bupati

Paragrafl 4
Sarana Pemiagaan/ Perbelanjaan

Pasal 14
Setiap  Pengembang  perumahan  dengan jumlah
penghuni paling sedikit 250 (dua ratus lima puluh]
jiwn danjatau 80 (delapan  puluh) rumah wajib
menvediakan sarana Perniagaan/ Perbelanjaan,
Penvediaan  satana  perniagaan/ perbelanjaan pada
perumahan sebagaimana dimaksud pada avat (1)
s rugpuas
H, tokao/warung; dan
b pertokoan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai penvediaan Sarana
permiagaan / perbelangaan sebagaimana  dimaksud

pacta aval (1) diatur dalam Peraturan Bupat.



11

12]

(H

i)

(2]

(2)

(&1

Paragral 5

Sarana Pelavanan Umum dan Pemerintahan
Pasal 15

Setap  Pengembang  perumahan  dengan jumlah
penghuni paling sedikit 2,500 [dua nbu lima mtus)
pwa dan/atau B jdelapan ratus] rumah wagib
menvediakan  samnn Pelavanan Umum  dan
Pemerintahan,
Penvedigan  sarana pelavanan umum  dan
pemerintahan, schagaimana dimaksud pada avart (1)
b
a. halai Rukun Tetangea;
b. balai Rukun Warga:
. bula pertemuan; dan
d. keamanan/hansip;
Ketentuan kebih lanjut mengenai penvediaan Sarmana
Peliasvanan umum dan Pemerintahan  sebagaimana
chmaksud pada avat (1) dimtur dalam Peraturan
Bupsaii

Paragral b

Harana Pendiclilean
Pasal 16

Pengembang Rumah Tidak DBersusun dengan luas
ithan di atas 10 Ha {sepulub hektare] dalam satu
hamparan wajih menvedinkan sarana  pendidikan
dasar.
Sarana  pendidikan dasar sebagaimana  dimaksud
pada avat (1) dibangun di lokasi Perumahan.

Pasal 17

Pengembang Rumah Susun vang berkapasitas 500
{ima ratus) undit atau lebih, wajib menvediakan
sarnna pendidikan pada satuan pendidikan dasar
Satuan pendidikan  dasar scbagaimana dimaksuad
pada avat (1) meliputi sekolah dasar dan sekolah
lanjutan tingkal periama atau vang setim.

sarana  Pendidikan dasar sebaganimana  dimaksud

pada avat (1] dapat dibangun di dalam atau di luar



4

(2

(3

(1]

12)

lokasi Perumahan.

Dalam hal penyediaan sarana  pendidikan  dasar
schagaimana  dimaksud pada  avat  (2), tidak
disedinkan di lokasi Perumahan, Pengembang dapat
mengintegrasikan pembangunan sarana pendidikan
pada satuan pendidikan dasar vang berada di sekitar
Perumahan  sesuai dengan  ketentuan  peraturan
perundang- undangan,

Pembangunan sarana  pendidikan  pada  satuan
pendidikan dasar sebagai dimaksud pada avar (4
dengan membangun ruang kelas baru sesuan dengan

kebutuhan penghuni Perumahan.
Paragral 7

Sarana Keschatan
Pasal 18

Setiap  Pengembsing  perumahan dengan Jummlih
penghuni paling sedikit 1.250 (seribu dua ratus lima
pulieh) jiws dan/atau 400 (empat ratus) rumab wajib
menvediakan samna keschatan.

Penvediaan  sarana kesehatan untuk  Perumahan
sebagnimana dimaksud pada avar (1), meliputi

. pos pelavanan terpadu; dan

. balai pengobatan.

ketentuan lebih lanjut mengenai penvediaan Sarana
kesehatan  sebagaimana  dimaksad pada avar (1)

dhatur dalam Pernturan Bupati.
Paragral 8
Sarana Peribadatan
Pasal 149

Sctiap  Pengembang  perumahan dengan jumlah
penghuni paling sedikit 250 (dua rmius ima puluh)
wa dan/atau 80 (delapan  puluh) rumah wajb
menyvediakan sarana penbadatan,

Sarana peribadatan sebagaimang  dimaksud  pada
aval (1) disediakan di lokasi vang mudah ferangkan
dan lavak,



Pampral 9
Sarana Rekreas! dan Olahraga
Pasal 210

Setiap  Pengembang  perumahan dengan jumlah
penghum paling sedikit 30,000 (uga puluh rbu) jiwa
dan/atau 10,000 (sepulubh nbu)  rumah  wajib

menvediakan Sarana Rekreas: dan Olahraga,
Paragral 10
Tempat Pemakaman Umum
Pasal 21

(1} Penvediaan sarana pemakaman, berlaku ketentuan
sebagai berikut:

#. Perumahan dengan luas lahan lebih dan 50 ha
fima  puluh  hektare),  penvedisan  samna
pemakaman  dapat  dilakukan  di  lokasi
perumidng dan

h. Perumahan dengan luas lnhan kurang dard atau
sama  dengan 50 ha  [lima  puluh hektare
penvediaan sarana pemakaman dilakukan di luar
lokasi perumahan,

(2] Retentuan lebih lanjut mengenai penvediaan sarana

pemakaman sebagaimana dimaksud pada avan (1)

disntur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 11
Bsarana Pertamanan dan BTH
Pasal 22

Setiap  Pengembang  perumahan dengan jumlah
penghuni paling sedikit 250 (dua ratus hima puluh) jiwa

wajibh menvediakan sarana pertamanan dan RTH,
Paragral 12
Sarana Markr

Fasal 23



Setiap  Pengembang  perumahan dengan jumlah
penghuni paling sedikit 2.500 {dua nbu lima ratus) jiwa

wajib menvediakan sarana Parkir,
Paragrafl 1.3
Penvediaan Utilitas
*asal 24

(1) Penvediaan Utilitas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 avat (2) hurul ¢ berpedoman pads ketentuan
dian persvaratan teknis di lingkungan Perumahan,

(2} Pengembang perumahan dalam penvediaan utilitas
sebagammana  dimaksud  pada  avat (1),  harus
berkoordinast dengan mstans: terkair,

(3] Pengembang perumahan dalam penvediman  utilitas
air bersih koordinas: dengan PDAM,

BAL W
PEMBENTURKAN TIM VERIFIKAS]
Pasal 25

(1] Bupati membentuk Tim Verifikasi untuk memproses
penverahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas,
(2] Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada avan (1)
terdiri atas unsur:
&, Sekretanat Daerah;
b, Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta;
¢. Perangkat Daerah vang membidangi:
1. perencanaan dacrah;
2. penataan ruang;
J. pengelolaan aset;
4. penverahan dan pengelolaan Prasarana,
sarana, dan Utilitas; dan
3, Perangkat Dacrah atau Unit Kerja  terkait
sesual dengan kewenangannva
d. Camat; dan
¢, Lurah.
(5] Tim Verifikasi diketuai oleh Sekretaris Dacrab dan
dibantu oleh sekretariat Tim Verifikasi vang beradn

pratda Perangkal Dacrah vang  membidangi



Penyverahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan

Uiilitas.
(4} Tugas Tim Verifikasi paling sedikit adalah:

il

melakukan inventarisast Prasarana, Samna, dan
Utilitas vang dibangun olch Pengembang secars
berkaln,

melakukan inventansasi Prasarana, Sarana, dan
Utilitas s SLLH permohonan penverahian

Prasarana, Sarana, dan Utilitas oleh Pengembang:

. menvusun jadwal kera;
il.

mrlakukan verilikasi  penverahan  Prasarnana,

Sarana, dan Unlitas;

. menyusun berita acarn pemenksaan;

membual dan menvampaikan benta acara serah
lerima Administrasi dan Fisik Prasamng, Sarana,
tlan Unhitas;

merumuskan bahan untuk kebijakan pengelolaan
pemanfaatan Prasarana, Sarana dan Utilitas;
menvusun dan menvampaikan laporan lengkap
hasil inventarisasi dan  penilaian Prasarana,
Sarana, dan Utilitas secara berkala atau sewakiu-

waktu kepada Bupati.

(3) Tim Verifikasi mempunvai  kewenangan  untuk

melakukan penilaian terhadap:

.

1.

kebenaran stau penvimpangan antara Prasamna,
Sarana dan Utilitas vang telah ditetapkan dalam
Rencana Tapak dengan kenvataan di lapangan;
dan

Kesesuaian persvaratan teknis Prasarana, Sarana
dan  Utilitas  vang akan  diserahkan dengan

persvaratan vang ditetapkan.

BAR VI

PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS

Hagian Kesatu

Kriteria Prasarana, Sarana dan Uilitas vang diserahkan

Fasal 2

(1} Pengembang wajib menverahkan prasarana, sarana,



dan  utilitas  perumahan dan  permukiman
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 avat (2).

(2] Penverahan  prasarana, sarana, dan utilitas
perumahan tlen permukiman  dan kiwisan
perdagangan sebagaimana dimaksud pada avar (1)
dilakukan:

A, paling lambat 1 (satu) tahun  seteloh  masa
pemeliharaan; dan

b. sesual dengan rencana tapak vang telah disetujui
aleh Perangkat Daerah vang memiliki tugas dan
lungst mengesahkan rencana thpak.

(3] Penverahan  prasarana, sarana, dan  atilitas
perumahan dan permukiman sesuai frencana tapak
schagaimana  dimaksud pada avat (2] hurmat b
dilakukan:

a. secara bertahap, apabila rencana pembanguanan
dilakukan bertahap; atau

b, sckaligus, apabila rencans pembangunan
dilakukan tidak benahap

] Pengembang vang melakukan pembangunan secara
bertahap sebagaimana  dimaksud dalam  avat [3)
huraf &, wiajib memenuhi penyediaan prasarang,
sarana, dan uulitas vang dijanjikan pada @ahap
pertama, sebelum mengajukan pan pembangunan

pengembangan perumahan tahap benkutnva,

Haglan Kedua

Persvaratan Prasamana, Sarana dan Utilitas vang
diserahkan

Pasal 27

Pemerintah dacrah menerima  penverahan prasarmna,

sarana, dan utilitas, vang telah memenuhi persvaratan;

f. umum;
B, tekmis; dan
. administrasi

Pasal 28

[T} Persvaratan umum  schagaimana dimaksud dalam

Pasal 27 huruf &, meliputi:



A, lokast pmsarang, sarana, dan utilitas  sesuan
dengan rencana tapak vang sudah disetujui oleh
Perangkat Daerah vang memiliki tugas dan fungsi
mengesahkan rencana tapak; dan

L sesuai dengan dokumen perzinan dan spesilikasi

fekmis targEunn.

(2) Persvaratan teknis sebagnimana dimaksud dalom

Pasal 27 huruf b, sesuai dengan ketentuan
peratumn perundang-undangan vang terkait dengan

pembangunan perumahan dan permukiman.

(3) Persvaratan  administrasi sebagaimana  dimaksud

i

2]

&)

i

dalam Pasial 27 huruf ¢, harus memiliki:

a. dokumen rencana tiapak vang telah disetujun oleh
pemerintah dacrih;

b, PBG bagt bangunan vang dipersvaratkan; dan

. sural  pelepasan hak atas tanah dan

pengembang  kepada pemerintah dacrah.

Hagian keliga
Ftncarm Penverahan Sarana, Prasarann, dan Unlites
Paragral |
Tahap Persiapan
Pasal 29

Hupati menerima permohonin penyerahan

prasarana. samna  dan  atilitas perumahan dard

pengembang,

Bupati menugaskan tim verifikasi untuk memproses

penverahan prasarana, sarana, dan utilitas;

Sekretariat tim venifikasi mengundang pengembang

untuk melakukan pemaparan  prasamng,  Sammnag,

dan utilitas vang akan diserahkan;

Tim wverifikasi melakukan  inventarisasi terhadap

prasarana,  sarana,  dan o utilitas vang  akan

diserahkan, meliputs:

. rencana fapak vang disetogui oleh pemernintah
dacrah, tata letak banpunan dan lahan, serta
besaran prasarana, sarana dan

Iy, utilitas.



i3) Tim verifikasi menvusun  adwal kerja tim dan

instromen penilainnm,

Paragrafl 2
Tahap Pelaksanaan
Pasal 30

(11 Sebelum penverahan Prasarang, RarAn,
dan utilitas  dilaksanakan, tun verfikasi terlebih
dahulu melakukan  penelitian - atas  persvaratan
umum, teknis dan admimstrasi;

(2] tim verifikast melakukan pemeriksaan lapangan dan
penilaian fisik prasarana, sarand, dan utilitas;

i3} tim verifikasi menvusun laporan hasil pemenksaan
dan penilaian fisik prasarana, sarana, dan utilitas,
serta merumuskan prasarana, sarana, dan utilitas
vang lavak atau tidak lavak diterima;

|4) prasarana, sarand; dan atilitas vang tdak lavak
diterima diberikan kesempatan kepada pengembang
untuk melakukan perbaikan paling lambat | {satu)
bulan setelah dilakukan pemeriksaan:

|5} hasil perbaitkan  prasamana, sarana, dan otilitas
sehagaimana dimaksud pada avar (), dilakukan
pemeriksaan dan penilaian kembah;

(6) prasarana, sarana, dan utilitas vang lavak diterima
ditunngkan dalin Berita Acara Pemeriksaan untuk
disampaikan kepada Bupatic

(7] Bupati menetapkan prasamna, sarana, dan utilitas
vang diterima;

(8} Sckretans tm verfikasi memperstapkan berita acara
serah terima, penetapan jadwal penverahan  dan
Perangkat Daerah vang berwenang mengelola; dan

] penandatanganan  berita acarn serah tenma
prasarand, sarna, dan utilitas  dilakukan  oleh
pengembang dan Bupati dengan melampirkan daftar
prasarand, sarans, dan urilitas, dokumen teknis dan

aelministrast.
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Paragral 3

Fenvernhan
Fasal 31

Hupati menverahkan prasarana, samana, dan utilitas
kepada Perangkat Daerah vang berwenang mengelola
tlan memelihara paling lambat 3 (tiga) bulan setelah
penyverahan RSN A, sarana, dan utilitas
dilaksanakan;

Pengelola  barang miltk daerah  melakukan
pencatalan asset atas prasarana, sarana, dan utilitas
ke dalam Daftar Barang Milik Dacrah (DEMD);
Perangkat Daerah vang menerima aset prasarana,
sarana, dan utilitas melakukan pencatatan ke dalam
Paftar Barang Milik Pengguna [DEMP); dan
Perangkal Dacrah vang menerima asel prasarani,
sarania, dan  utilitas menginformasikan ke pada
masvarakal mengenal  prasarana,  samna,  dan

utilitas vang sudah diserahkan oleh pengembang,

Paragral 4
Herta Acara Sernh Tenma
Yzl 32

Penverahan PSU pada perumahan dan permukiman

dilakukan dengan Berita Acara Serah Terima dari

pengembang kepada Pemerintah Daerah,

Berita Acara Serah Ternima sehagaimana dimaksud

paadda avat (1), werdiri dari:

A. berita acara serah terima sarana; dan

b. berta acara serah terima prasarana dan utilitss.

Berita acara serah lerima sarana  sebagaima ma

dimaksud pada avar () horuf a, paling sedikit

memuat |

A. identitas . pars  pihak vang melakukan  serah
Tesrmm;

b, rincian  samana, jumlah, lokasi, ukuran dan
luasan obvek vang akan diserahkan; dan

c. lampiran-lampiran, antara lain

1. daftar dan gambar rencana induk dan/ata



4]

()

remcana  tapak yvang menjelaskan  sarana,
jumlah, lokasi, ukuran dan luasan sarana
vang akan disermhkan kepada Pemerintah
Daerah

2 berita Acara hasil  pemeniksasan/ verilikasi
kelavakan terhadap sarmna yvang diserahkan;

J. surat pelepasan hak atas tanah sarana dan
pengembang kepada Pemerintah Dacrah;

4, sertifikat tanah ash atas nama pengembang
vang peruntukannyva sebagai sarana vang akan
discrahkan kepada Pemerintah Dacrah;

dalam  hal sertifikal sebagaimana  dimaksod

:'.|l

paicla angka 4 belum selesal, maka penverahan
terschut disertakan dengan bukt pendaftaran
hak atas tanah o1 kKanmior  Pertanahan
kabupaten Purwakarta alas Inava
pengembang.

Herita acara serah terima prasamna  dan ulilitas

sebagaimana dimaksud pada avat (2] huruf b,

meliputi

A, FReriin Aprara Setah Teriiria Adlimiriastrasi
Prasarana dan Utilitas; dan

b, Berita Acara Sermbh Terima Fisik Prasarana dan
Litilitas

Herita Acara Sernh Terima Admimisiras) Prasarana

dan Utilitas sehagaimana dimaksud pada avat [4)

hurut a, paling sedikit memuat ;

a. identitas pam  pihak vang melakukan  semmh
terima;

b. rincian jenis, jumlah, lokasi dan ukuran obvek
vang akan discrmhkan;

v. jadwal wakin penvelesaian pembangunan, masa
pemeliharaan dan serah terima sk prasarana
dan utilitas,

Berita Acara Serah Terima Administrasi Prasarana

dan Utilitas sebagaimana dimaksud pada avar (4)

huruf b dilampirkan

. Perjanjian aAntari prngembang denpgan

Pemuwrintah Draerah fentang penyerahan



prasarang dan utilitas;

sural kuasa dan pengemhbang kepada Pemerintah
Daerah tentang pemberian kewenangan  kepada
Pemerintah Dacrah untuk melakukan pelepasan
hak atas tanab  dan/atan bangunan  berupa
prasarana  dan otlitas vang akan  diserahkan

kepada Pemenntah Daerah;

. daflar dan gambar Rencana Induk dan/satau

rencana Tapak vang menjelaskan lokasi, jenis,
luasan dan ukuran prasarana dan utilites vang

akan diserahkan kepada Pemerintah Darrah.

(7} Berita Acars Serabh Terima  Fisik prasarana  dan

18)

utilitas sebagaimana dimaksud pada avat (4) huruf

b, paling sedikit memuoat:

i,

1.

ilentitas  para pihak  vang melakukan  serah
fe i,
rincian jenis, jumilah, lokasi. ukuran dan nilai

obvek vang diserahkan.

Bentn Acarm Serah Terima Fisik Prasarmana  dan

Utilitas sebagaimana dimaksud pada avatl (4) huruf

b, harus dilampirkan ;

i

ty,

daftar dan pgumbar rencana induk dan lapak vang
menjelaskan lokasi, jenis dan ukuran prasarana
dan utilitas vang disernhkan;

berita Acara hiasil pemenksaan verifikasi
kelavakan  terhadap standar dan  persvaratan

teknis prasarmna dan utilitas vang diserahkan:

. sural  pelepasan hak  atas wanab  dan/atau

hangunan prasarann dan utilitas oleh
pengembang kepada Pemerintah Daerah;

asli sertifikat tanah atas nama pengembang vang
peruntukannva scbagai prasarana dan  utiliths
vang akan diserahkan  kepada Pemenntah

BETE 1R

. dalam hal sertifikatl sebagaimana dimaksud pada

huruf d belum selesat, maka penverahan tersebut
disertakan dengan bukti pendaflaran hak atas
tanah i Kantor Pertanahan  Kabupaten

Purwakarta atas biava pengembang,
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(2]
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Paragral 4
Pembuivaan
Pkl 33

Pembiavaan pemeliharaan prasarana, sarana dan
utilitas  perumahan  scbelum  penverahan  menjadi
tanggungipwab pengembang bersangkutan.
Pembiavaan pemelinaraan  prasarana, samna dan
utilitas  perumahan  setelah  penverahan  menjadi
tanggungiawab pemenntah dacrah,

Dalam hal pemeliharaan prasarana, sarana  dan
utilitas  perumahan, pemerintah dacrah  dapat
bekerjs sama dengan pengembang, badan usaha
swista dan atau masvarakat,

Ialam hal terjadi kerjasama sebagnimana dimaksid
pada avat (3} pasal ini, maka segala pembiavaan

menjad] anggung pwaby pemngelola,

HAR VIl
PENAGIHAN
FPasal 34

Apabila penverahan kewajiban Prasarana, sarmna

dan utilitas sehagaimana dimaksud dalam Pasal 26

tidak dipenuhi oleh Pengembang maka Pemenntah

Daerah akan melakukan penagihan,

Penagihan sebagaimana dimaksud pada avat (1),

dilakukan apabila:

a. Pengembang lalai memenuhi kewagiban vang telah
ditetapkan:

b, Pengembang  tidak  memenuht kewajibannva

sesual dengan jangka waktu vang telah

ditetapkan:

¢, pengembang  hanva  menvelesaikan  sebagan
kiswajibannva;

. pengembang menunda realisasi kewajiban vang
ielah ditetapkan;

. pengembang  tdak menvediakan | prasamng,
sarana, dan utilitas vang telah dipenanjikan; atau

[ terdapat indikasi kust dan mevakinkan bahwa
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Pengembang berupava untuk menghindar dan
kewajiban vang telah ditetapkarn.
Retentuan lebth lanjut mengenai tatn cara penagiban
sehagaimana dimaksud pada avat (1) dan avat (2)

diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 35

Apabila Pengembang dinvatakan pailit berdasarkan
keputusan pengadilan vang  Wwlah  berkekuatan
hukum tetap, maka kKewajiban Prasarana, sarana
dlan utilitas mkan diperhitungkan claalam
pengurusan/ penvelesatan harta pailit Pengembang
dimaksud.

Ketentuan lelnh lanjutmengenal tata  cars
pengurusan/ penvelesaian  haria pailit Pengembang
sebagnimana dimaksud pada avat (1) diatur dengan

Peraturan Bupatr,

Pasal A0

Dalam  hal prasarana dan sarana  sebagaimana
dimaksud dabam Pasal 8 aval [2) hurul a dan horal
b, ditelantarkan/tidak dipelthara serta pengembang
tiddak diketahui kedudukan dan keberadaannya dan
belum diserahkan kepada Pemerntah Daernh, maka
surat kuasa pelepasan hak atas tanah dan/atau
binpunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32
aval (6) huruf b dijadikan dasar oleh Pemenntah
Itaerah dalam pembuatan akta Notaris permvataan
pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan,

Penpembang vang tdak diketahui kedudukan dan
keberadaannva sebagaimana dimaksud pada aval
(1), dapat diketahui dari tidak adanva jawaban atas
sural permintaan penverahan prasarana dan sarana
vang 1elah disampaikan oleh Bupati dan setelah
clivmumkan dha lm imed ITLE %2 et
pelaksanaan kewajibin pengembang unfuk
menverahkan prasarana dan sarana dimaksud.

Sumt  kuasa dan  akta  Notins  sebagaimana
dimaksud pada avat dijadikan dasar bagi Pemenntah

Kabupaten untuk mengajukan permohonan



{4

6]

(7)

(1]

pendaftaran hak atas tanah di kantor Perianahan
Rabupaten Purwakarta.

Dalam  hal  pengembang  vang  tidak  diketaliu
kedudukan  dan  keberadaannya  sebagaimana
dimumksud vt (1] belum melakukan sevab e
administrast dan atan tidak memiliki soral kuasa
peicpasan  hak atas  anah  dan/atao Danguanan
sehapgnimanig  dimaksud dalam Pasal 32 avatl (6)
huruf b, Bupat melalui pejabat vang  ditunjuk
membuatl berita acara pemlehan PSUL

Dalam  hal  PSU sudah diserahkan  kepada
pemerintah kabupaten Porwakarta sebelom
berdinnoyva Kabupaten Purwakarin, THARTILLT
Pemerintnh  Daerah tidak  memiliki  Dukti- budt
administast  serah werima PSU darn pengembang
kepada Pemenmtah dacrah maka PSU dhmaksud
diproses sebagal dimaksued avan (4.

Hupat melahy pejabal vang ditunjuk  membus
peinvataan  assel atas tanah PSU - sebagaimiana
dimaksud pada ayat (4) sehagai dasir permohonan
pendaftaran hak atas tanabh di Kentor Pertanahan
kabupsaiten Purwikiortii.

Setelah Kantor Pertanaban Kanbupaten Purwakara
menerbitkan  sertifikal hak atas tanah, Pengelola
barmng milik dacrah wajb melakukan  pencatinan
dassetl atas prasarana dan saranag ke dalom Daltar
Barang Milik Daernh (IH3MDY),

BAH VI
RELOKAST DAN KONVERS]
Baginn kesatu Relokasi
Pasal 37

Dalam hal kewajiban penvediaan ruang atau lahan
untuk prisarana sarana dan utilitas sebagaimana
dimakswd dalam Posal 8 tidak dapat dilaksanakan,
maka kewajiban prasamng, sampa dan utilitas vang,
hanva berupa bangunan dan lahan dapat

dipimdnhknn ke lokasi laim,
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(1)

(4]

i

Apabila dalam penvedinan Sarana
pemakaman /tempat pemakaman Umum  SECa
nvata  tidak dibutuhkan danjfatau  dikarcenakan
pertimbangan keserasian lingkungan dan kawasan,
maka kewajiban penvediaan Barana
pemakaman /tempal  pemakaman omum  dapeat
dipindahkan ke lokasi lain atau disebut relokasi.

Relokasi sebagaimana  dimaksud  pada  avat (1),
dilakukan dengan ketentuan milainya minimal sama
dengan  Sarana  pemakaman/fempat pemakaman
umum vang menjadi kewajiban dan pengembang.

Penilaian atas  relokasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus dilakukan oleh pihak terkail
vang berkompetenst sehingga kegiatan relokasi oleh

pengembang lebih wepat dan memadai.
Bagian Kedua
konversi
Pasal 38

Dalam hal kewajibiin penvediaan ruang satau lahan
untik prasarana, sarana dan utiliths sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 avar 4 tdak dapat
dilaksanakan, maka kKewajiban prasarana, Ssarana
dan utilitas vang hanva berupa bangunan dan lahan
dapat  dikonversi dalam  bentuk  uang  dan/atau
hamng dengan nilai vang sama dengan prasarand,
sarang dun utilitas vang dijanjikan.

Jana dan/atau barang hasil konversi sehbapgaimana
dimaksud pada avat (1] disetorkan ke kas daerah
dan  wajib  dimaniaatkan  untuk  kepentingan
prmbangunan prasarana, sarana dan utilinas,

Pasal 39

Relokasi dan  Konversi  sebagaimana  dimaksud
dalam Pasal 37 dan Pasal 38 harus terlebib dahulu
mendapatkan persetujuan tertulis dari Bupati dan

1¥RED.

(2} Ketentuan lebih lanjut  mengenal  relokasi ilan

konversi dalam  bentuk  uang  atau barang
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sebagaimana dimaksud pada avat (1) diatur dengan

Peraturan BupsaiL

ALl X
PENGELOLAAN
rasal 40

Bupiatl menyernhkan prasamnn dan sarana vang
telnh diterima Pemerintah Daerah kepada Perangkat
Dacrah vang berwenang mengelola dan memelihara
I'.ITI'I!'«'-!I TRITLL dan sarana

Penverahan prasamna dan sarmna kepada Perangkat
Iuiernh  sebagnimana  dimaksud  pada  avar (1)
ditetapkan  dengan keputusan  Bupati  tentang
Penetapan Status Penggunaan,

Pemngkat Dacrah vang mencnma Assel  pross o
dan sarana melakukan pencatatan dalam  Daftar
Barang Milk Pengguna (DEMP) .

Perangkat Dacrmh  vang  menerimi assel  PSU
menginformasikan kepada wirga pemilik perumahian

mengenai PSU vang  sudah  diserabkan oleh

penigembang,
Bagian Kesatu
PEMANFAATAN PSU
asal 41

Sarmna vang telah diseranhkan Kepada Pemerintahb
Doerah menjadi barang mibk dacrah dimanfaatkan
oleh perangkat daerah atu badan hukum sesum
ketentuan peraturan penindang-undangan,
Prasarana dan utilitas vang telah diserahkan kepaa
Pemerintah Daerah harus dapat dimanfaatkan untuk
kepentingan masvarakat sesuan dengan fungsi dan
peruntukannya

kKetentuan  lebih lanjut  mengenal  pemanfatan
prasarnng,  sarms dan utilas. Ssebagaumana
dimuksud pada avat (1) dan avar (2] diar dengan

Peraturan Bupati.



Pasal 42

Pemanfaatan  prasarang,  sarana  dan uatilitas vang
bersumber  dan hibah  dilakukan  sesual dengian
kebutuhan Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Hagian kedua
Pemelibaraan dan Perawatan Prasarana,
Sarana dan Utilitas
asal 43

(1] Pemeliharaan dan perawatan prasarna, samna dan
utilitas vang menjadi kewajiban Pihak Pengembang
sehelum  diserahkan  kepada Pemerintah Dacrah
menjadi tangeung jawab pengembang,

(2} Pemeliharaan dan perawatan prasarana, sarana dan
utilitns  setelah  diserahkan  kepada  Pemerintah
Daerah menjadi tanggung jawab Pemenntah Dacrah,

13 Ketemtuan  lebih  lanjut  mengenan pemelibacaan
dan/atau perawalan prasarana, sarana dan utilitas

dintur dengan Peraturan Bupati.
Eagmian ketipa
Pengawasan dan Pengendalian dalam Penvediaan PSU
Fasal 44

(1) Umuk menjamin perlindungan kepentingan umum
dan kepatuhan terhadap  ketentuan  peraturan
perundang-undangan,  Pemenntah  Daerah wajib
melakukan  pengawasan dalam  pembangunan,
penverahan,  perawatan  dan/atan pemelibaraan,
seria pemantaatan prasaranda, sarana dan utilias,

i2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada avan (1)
breertuijuiarn aird ik
a. menjamin Kesesuatan  pembangunan  dengan

perencanaan dan standard;
b, kelancaran dan ketertiban proses penverahan,
¢, pengamanan fisik;

d. pemanfantan sesial dengan fungsi  dan



peruntukannya;

r. penggunaan sesual dengan fungsi, peruntukan
SerLA perselujuan peiggunaan;

[ perawatan dan/atan pemelibaraan sesuai dengan
ketemiuan peraturan perundang-undangan; dan

i tertity administrast pengelolaan aset Daerah,

1 Dalam hal pengawasan sebagnimana dimaksud pada
aval  [2) pihak pengembong memiliki kewajiban
untuk menverahkan progress penvediagn PSU secara
Berkakn setinp 3 (tiga) bulan sekali.

(4 Retentuan leldh ol mengemal pengawasan
sebagnimana dimaksud pada avat (1), diatur dengan

Peraturan Hipath

HAH X
PELAPORAN
Fasal 45

Bupati menyampatkian Lyporan perkembangan
penverahan  prasamna,  sarana,  dan o utilitas
Duernhnva kepada Gubernur secam berkala setiap 6

{enam) bulan.
AR X1
LARANGAN
Hisal o

Pengembang dilarang antuk menjual, menggadaikan,
menghibahkan, dan/atag memndahiangankan sebagian
atau seluruh kewajiban atau hak prasarana, shrina dan
utilitns vang  diperjanjikan sebagaimann  iercantum
dalom  Surnt  Hin Peoggunaan Lahan  dan §jin
Pembangunan Perumahan kepada pihak lain, wanpa ada
persetujuan tertulis dari Bupsaiti

HALL XL
PEMYELESAIAN SENCGREETA
Pasil 47

(1] Sengketa vang fimbul dalam penvedusan dan/atau

peoveralian  prasarann, samnn dan utiditas dapal



(2]
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dilakukan melalu penvelesaian sengheta i Juar
pengadidan atau melalu pengadilan,

Penvelesaian sengkets i luar penpadilan
dhlakukan dengan mediasi, negosiasi, arhitrase atau
pilihan lain dar pihak vang bersengketa.

Apabila penvelesaian sengketa di luar pengadilan
sebagnimana dimaksud avat [1) tidak dapat dicapai
kesepakatan, para pihak vang bersengketa  dapat
mengajukan ke pengadilan,

BAR X1
SANKS] ADMINISTRATIF
Frasal 48

Penpembang vang tidak melaksanakan kewajibsan

menverahkan  prasarana,  sarana  dan utilitas

sebapmimang dimaksud  dalam Pasal 26 dikenakan
sanksi sebagai berikut:

. sanksi teguran  tertulis sebanvak 3 (tiga) kah
berturut-turut  dengan  selang  wakiu  masing
masing 14 (ecmpat belas)| har kerja;

by, dicabut tinnyva; dan

o, dihentikan Kegiatannya,

Selnin dikenakan ketentuan sebpgaimana dimaksad

pada avat (1} kepada Pengembang vang tidak

melaksanakan kewajiban menverahkan prasarana,
sarana dan utilitas umum vang merugikan keuangan

Dacrah dikenakan sanksi hukum sesual Ketentuan

peraturan perundang-undangan.

BAIR XIV
KETENTUAN PENYIDIRAN

Pasal 4%
Penvidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah
ini. dilakukan oleh Penvidik Pegawai Negen Sipal
PDaerah.
Wewenang penvidik sebagaimana dimaksud  pada
aval | 1) adalah:
i, Menerima laporan atau pengaduan dan sescorang

mengenai adanya tindak pidana;
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b, melakukan tndakan pertoma dan pemeriksaan di
tempal kejadian;

. menvuruh  berhenti seseomang dan memeriksn
tanita pengenal din tersangka;

d. melakukan penyvitann benda atau surmi;

e, mengimbil sidik fan dan memotiel sesearang,

L memangel orang untuk didengar dan diperiksa
sehagal tersangka atau sakss;

g mendatangkan  ahli vang  diperlukan  dalam
hubungannva dengan pemeriksaan perkiom;

b mengadakan  peonghentian peoyvidikan setelah
mendapat petunjuk dan peovidik POLRD bahwa
tiedak  terdapat cukup bukt Aatau peristiva
tersebut bukan merupakan tndak pdana dan
selanjutiove meladui peovidik memberitahukan hal
tersebut kepada penuntut amuom, tersangka atal
Keluarpgan i

L. mengadakan tanielikin Litiny menurud
hukum vang  dapat diperanggunggwabkan.

Penvidik  sebagnimana  dimaksud  pada avat (1)

membertahukan  dimulamya penyidikan ilan

meTvTIET kAN hiasil penvidikennyi ke pila

Penuntul Umum  melslan Peovedik Pejabat - Polisi

Nepar Republik Indonesia, sesuai dengan ketentiunn

vang diatur dalam Undang-Unidang Hukum Acari

Pl

Penvidik sebagaimana dimaksud pada avat (1) tidak

berwenang  melakukan  penangkapan  doen/atan

penahanan.

BAH XV
KRETENTUAN PIDANA

*asal 50
Pengermbang VHNE dengan SETIRH @ tielak
miclaksanakan kewajpilan pembargurmen  prasacii,
surann dan utilitas sebagnimans dimaksud Pasal 8
dipidana dengan pidana kurungan paling lima 6
(enam| bulan dan/ atau denda 25% (dua puluh Hma
persen) dar nilal kewajiban prasamia, Sarna dan

wtilitns sesuni ketent unn peraturan perundangan.
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(3)
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Pengeminng VHTIR dengan SerLEa i el k
menverahkan  prasamna,  sarana dan o utilitas
sebvipaimann  dimaksud dabam Pasal 25, oipidiana
dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan
dan/ atan denda 15% (lima belas persen) dan nidal
kewnjiban  prasamna,  saran dan unlitas  sesual

ketenluian peraturana perundangan

HAR XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51
Pragarana,  sarana dan utilitas di kawasan
pertimithan, perdagangan dan industn vang telsh
atla sebelum berlakunva Peratumn Dacrall ind wajib
dilakukan inventansasi dan diselesalkan dokumen
kepemilikannyn,  selanjutnva diserahkan ki
Pemerintah Dacrah,
Penvelesaian  dokumen  kepemilikan  sebagaintina
dimaksuel pacda aval (1] dilaksinakan oleh Perangkal
Daerah vang membidang Pengelolaan Aser Daerah.
PSU Perumahan  vang  telabh  selesal  dibangun
sebelum  Peraturan Doaerabt im0 berlaku dan
pengembang harus mengajukan permohonan
perverahan PSU kepada Pemerintah Dacmhb paling
boma | (satu) tahun seak berlakunyva Pernturan
Daerah ini
Prasarana, sarana  dan utihitas Perumahan vang
telah selesad dibangun sebelum Peratunin Daerah ind
berliku, dan  tidak  diketahol  keberadaan
pengembangnyi, maka Prmerintah Dierah
mengambil  alih Prasarana, samna dan utililas
Perumahan setelah dilakukan venfikasi
Prasarang, sumna dan utilites Peruomahan vang
masih dalam  tphap peonvelessmn,  Ua o carn
perverahannva dilaksanakan sesual dengan

ketentuan Pernturan Daerab ini,

Pasal 52

Pemanfaatan prasamana, sarana dan utilitas vang sudah

berjalan  dan/man  sedang  dalam  proses  sebelum



ditetapkannya Peraturan  Daerah  ini,

dilaksanakan.

HAR XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 53
Peratumn  Daerah  ini mulai  berlaku

diundangkan,

Agar seuap orang  mengetahuinva,

pengundangan Peraturan I Raerah

tlapat

Livrnzeal

memerintahkan

dengan

penempatannyva  dalam  Lembaran Daerah Kabupaten

Purwakarti.

Dritetapkan (i Purwakara

pada tanggal 27 Februar 2023

BUFATI PURWAKARTA,

Tud

ANNE RATNA MUSTIKA

Dundangkan di Purwakaria
prclh tanggal 27 Februan 2023

SERRETARIS DAERAN
EARUPATEN PURWARARTA,
Tidd

MORMAN NUGRAHA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KAHUPATEN PURWARARTA

PROVINSI JAWA BARAT : (2/26/ 2023)

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT KABUPATEN PURWAKARTA

/’

[MCRY DARMAWAN



PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG

TATA KELOLA PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PADA
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

UMUM

bahwa dalam rmmangka membenkan jaminan ketersediaan
prasarana, sarana dan utilitas pada kawasan perumahan dan
permukiman, perlu dilakukan pengelolaan prasarana, sarana
dan utilitas pada kawasan dimaksud. Sehubungan dengan hal
tersebut, maka agar pengelolaan beberapa prasarana, sarana
dan utilitas pada kawasan perumahan dan permukiman dapat
dilakukan secara efektf, perlu dilakukan penverahan beberapa
prasarana, sarana dan utbitas pada kawasan indusin,
perdagangan, perumahan dan permukiman oleh pengembang
kepada Pemenntah Daerah.

bahwa pengaturan tentang penvediaan dan penyerahan
“prasarana hngkungan, utilitas dan fasilitas sosial pada kawasan
perumahan dan industn® di Kabupaten Purwakarta vang saat imi
disebut “prasarana, sarana dan utilitas pada kawasan perumahan
dan permukiman”, ditelantarkan/udak dipelihara dan  belum
diserahkan oleh  pengembang  kepada Pemenntah Daerah,
ketentuan ini sangat diperlukan dalam rangka memberikan
kepastian hukum terhadap prasarana, sarana dan utilitas vang
ditelantarkan /tidak dipelihara dan belum diserahkan oleh
pengembang kepada Pemerntah Daerah sehingga dapat dijadikan
dasar hukum oleh Pemenntah Daerah dalam mengamial
kebijakan-kebijakan selanjutnva untuk kepentingan masvarakat

vang lelnh luas

bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas serta
memperhatikan Peraturan Menten Dalam Negen Nomor @ Tahun

2009 tentang Pedoman Penverahan Prasarana, Sarana dan Unlitas
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Perumahan dan Permukiman di Daerah., maka diatur dalam

Peraturan Daerah tersendiri.

PASAL DEM] PASAL

Pasal |

Cukup jelas
Pasal 2

Cukup jelas
Pasal 3

Hurufa

Yang dimaksud dengan prinsip keterbukaan adalah
masvarakat mengetahui  prasarana, sarana dan
utilitas vang telah diserahkan dan/atau kemudahan
bagi masvarakat untuk mengakses informasi terkan

dengan penverahan prasarana, sarana dan utilitas.
Huruf b

Yang dimaksud dengan prnnsip akuntalilitas adalah
proses penverahan prasarana, sarana dan utilitas
dapat  dipertanggungjawabkan  sesuai  dengan

peraturan perundang- undangan.
Huruf ¢

Yang dimaksud dengan prinsip kepastian hukum
adalah menjamin kepastian ketersediaan prasarana,
sarana dan utilitas di kawasan perumahan dan
permukiman, kawasan industr, dan perdagangan
sesual dengan standar, rencana tapak vang disetujui
oleh  Pemerintah Daerah serta kondisi  dan

kebutuhan masvarakat.
Hurul d

Yang dimaksud dengan prinsip keberpihakan adalah
Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan

prasarana, sarana dan utlitas bag kKepentingan



masyvarakat di kawasan perumahan  dan

permukiman, kawasan industri, dan perdagangan.

Hurufe

Huruf f

Yang dimaksud dengan prinsip keberlanjutan yaitu
Pemenntah Daerah menjamin  keberadaaan dan
pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas sesuai

dengan fungsi dan peruntukannva.

Yang dimaksud dengan prinsip
keamanan/keselamatan vaitu Pemerintah Daerah
memaksimalkan kenvamanan, keamanan, dan
keselamatan bagi masvarakat vang  memanfaatkan
prasarana, sarana dan utilitas o kawasan

perumahan dan permukiman, kawasan industn, dan

perdagangan,

keamanan. dan keselamatan bagi masvarakat vang
memanfaatkaprasarana, sarana dan utiitas
kawasan perumahan dan permukiman., kawasan

industr, dan perdagangan.

Huruf g

Pasal 4

Yang dimaksud dengan prinsip keterjangkauan vaitu
Pemerintah Daerah menjamin prasarana, sarana dan
utilitas dapat diankses dengan mudah bag
kepentingan masvarakat di lingkungan kawasan
perumahan dan permukiman, kawasan industri, dan

perdagangan.

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas



Pasal &6

Cukup jelas
Pasal 7

Cukup jelas
Pasal 8

Cukup jelas
Pasal 9

Cukup jelas
Pasal 10

Cukup jelas
Pasal 11

Cukup jelas
Pasal 12

Cukup jelas
Pasal 13

Cukup jelas
Pasal 14

Cukup jelas
Pasal 15

Cukup jelas
Pasal 16

Cukup jelas
Pasal 17

Cukup jelas
Pasal 18

Cukup jelas



Pasal 19

Cukup jelas
Pasal 20

Cukup jelas
Pasal 21

Cukup jelas
Pasal 22

Cukup jelas
Pasal 23

Cukup jelas
Pasal 24

Cukup jelas
Pasal 25

Cukup jelas
Pasal 26

Cukup jelas
Pasal 27

Cukup jelas
Pasal 28

Cukup jelas
Pasal 20

Cukup jelas
Pasal 30

Cukup jelas
Pasal 31

Cukup jelas



Pasal 32

Cukup jelas
Pasal 33

Cukup jelas
Pasal 34

Cukup jelas
Pasal 35

Cukup jelas
Pasal 36

Cukup jelas
Pasal 37

Cukup jelas
Pasal 38

Cukup jelas
Pasal 39

Cukup jelas
Pasal 40

Cukup jelas
Pasal 41

Cukup jelas
Pasal 42

Cukup jelas
Pasal 43

Cukup jelas
Pasal 44

Cukup jelas



Pazal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Avat

Cukup Jelas

Avat 2

Pasal 48

Avat

Avat

Mediasi (mediation)] adalah suatu penvelesaian
perselisthan vang dilakukan dengan cara membual
konsensus di antara phak- pihak vang berselisith vang

dijembatan pihak ketiga berkedudukan netral.

Negosiasi adalah upaya berunding antara pihak-pihak
vang berselisth untuk mendapatkan kesepakatan

hersama.

Arbitrase adalah salah satu metode penvelesaan
masalah atau sengketa vang dilaksanakan di luar
peradilan hukum berdasarkan kesepakatan secara

tertulis antara dua pihak vang berkonflik,

1
Cukup jelas
2

Perbuatan pengembang vang tidak melaksanakan
kewajiban dan berindikasi merugikan keuangan daerah
hilamana penverahan prasarana, sarana, dan utiitas
tidak sesuai dengan standar dan kntena sehingga
berimplikasi pada meningkatnya beban anggaran
keuangan daerah, dan/atau melakukan perbuatan

vang dilarang oleh ketentuan peraturan daerah ni



sehingga mengakibatkan menurunnva nilai dan/atau
hilangnva aset milik pemerintah daerah.

Pasal 49

Cukup Jelas
Pasal 50

Cukup jelas
Pasal 51

Cukup jelas
Pasal 52

Cukup jelas
Pasal 53

Cukup jelas

BUPATI PURWAKARTA,

Ttd

ANNE RATNA MUSTIKA

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 2



BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerntahkan
pengundangan  Peraturan Daerah 11 dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Purwakarta.

Dhtetapkan di Purwakarta
pada tanggal 27 Februari Eljﬂ

q BUPATI PURWAKARTA,

RA USTIKA
Diundangkan di Purwakarta

pada tanggal 27 Februan 2023

SEKRETARIS DAERAH

+ KABUPAT H}’URWAH&HT&,

LEMBARAN DAERAH UPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 2

NOREG PERATU DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

PROVINSI JAWA BARAT : (2/26/2023)



mengakibatkan menurunnyva nilai dan/atau hilangnva

asel milik pemerintah daerah.

Pasal 49

Cukup Jelas
Pasal 50

Cukup jelas
Pasal 51

Cukup jelas
Pasal 52

Cukup jelas
Pasal 53

Cukup jelas

BUPATI PURWAKARTA,

TNA MUSTIKA

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 2

52



BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah 1 dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 27 Februari 2023

BUPATI PURWAKARTA,

TNA MUSTIKA

pada tanggal 27 Februan 2023

Diundangkan di Purwakarta

)
SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PURWAKARTA,

NORMAN HA

LEMBARAN DAERAH KARUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

PROVINSI JAWA BARAT : (2/26/2023)



